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UMUM

Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan di semua
sektor dalam perekonomian nasional. Meskipun kinerja sektor keuangan
di Indonesia belakangan ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup
signifikan, namun pertumbuhan yang berkeadilan belum dapat dicapai
karena pada kenyataannya aksesibilitas masyarakat berpendapatan
rendah dan pengusaha mikro terhadap perbankan masih sangat rendah.
Terbatasnya akses terhadap sektor perbankan tersebut dapat menjadi
pintu masuk bagi kreditur informal yang menerapkan suku bunga tinggi.
Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan yang
terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku
usaha mikro, keberadaan LKM menjadi sangat penting.

Saat ini, peran LKM dalam memberikan jasa pelayanan keuangan mikro
kepada masyarakat belum optimal. Hal ini utamanya disebabkan oleh
pengenaan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang tinggi
sebagai akibat dari tingginya biaya modal dan biaya operasional.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat
berpendapatan rendah dan pengusaha mikro dari praktik tersebut.
Namun demikian, di sisi lain Pemerintah juga harus memperhatikan
pengembangan usaha LKM, yang mencakup aspek skala usaha dan luas
cakupan wilayah operasional.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro, kegiatan usaha LKM meliputi 3 (tiga) hal, yaitu
penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada
anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha. Sebagai langkah awal, Pemerintah perlu
menyusun regulasi untuk mendukung praktik pemberian Pinjaman atau
Pembiayaan yang lebih memperhatikan risiko manajemen, meningkatkan
transparansi usaha melalui pengungkapan dan publikasi suku bunga
Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan, mendorong terciptanya kompetisi
yang sehat di antara LKM, serta menumbuhkan disiplin usaha LKM
dengan penentuan skala usaha dan wilayah operasional LKM.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan arah kebijakan pengembangan
sektor keuangan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian
rakyat agar menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak
kepada peningkatan perekonomian nasional sebagai tujuan utamanya.
OJK selaku pengawas dan pembina lembaga keuangan berwenang
mengenakan sanksi administratif kepada LKM yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “suku bunga maksimum Pinjaman atau
imbal hasil maksimum Pembiayaan” adalah batas atas suku
bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan (ceiling rate) yang
dikenakan kepada nasabah peminjam atau nasabah
Pembiayaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Publikasi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil
maksimum Pembiayaan paling sedikit dilakukan di kantor LKM
sehingga mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 3. ..
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang yang
berdomisili dan/atau memiliki kegiatan wusaha di
desa/kelurahan atau kecamatan atau kabupaten/kota di
wilayah usaha LKM yang dapat dibuktikan dengan alat
bukti identitas diri dan/atau surat keterangan dari pihak
yang berwenang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
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